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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran
Kebencian (Hate Speech) Melalui Unggahan di Media Sosial.” Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana pengaturan terkait
larangan ujaran kebencian (hate speech) dalam hukum positif di Indonesia dan ratio
decidendi hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui
unggahan di media sosial, yang dalam hal ini menggunakan studi kasus Putusan
Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr. Penulisan skripsi ini menggunakan metode
penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (stafute
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa; pertama, hukum positif di Indonesia telah memberikan aturan terkait
larangan terhadap tindakan ujaran kebencian, baik yang dilakukan secara langsung
maupun melalui media sosial. Hal ini diatur dalam beberapa pasal yang terdapat di
dalam KUHP, Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
dan Undang-Undang ITE. Kedua, ratio decidendi hakim merupakan pertimbangan
hakim untuk sampai pada putusannya berdasarkan nilai kebenaran yang dilihat dari
fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Berdasarkan Putusan Nomor
256/Pid.Sus/2022/PN Mtr, Hakim telah memberikan pertimbangannya dan
menjerat terdakwa dengan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : Ujaran Kebencian, Ratio Decidendi Hakim, Media Sosial, ITE

Indralaya, Mei 2023
Pembimbing Jtama, , Pembantu,
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NIP. 196802211995121001 . 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Ba, Hukum Pidana

.A‘,:

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Xii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum masifnya kemajuan dalam bidang informasi dan juga teknologi,
dahulu masyarakat di seluruh penjuru dunia termasuk masyarakat Indonesia
sangat terbatas dalam hal mengakses beragam informasi karena belum
memadainya sarana dan prasarana. Di kehidupan modern saat ini tidak
dipungkiri segala bentuk inovasi dalam hal teknologi terus berkembang pesat
setiap harinya, salah satu di antaranya adalah media sosial. Media sosial mampu
mempermudah dan memperluas ruang gerak para penggunanya dalam
pemenuhan beragam kepentingan maupun keinginan, baik bersifat individual
maupun sosial. Kemudahan ini tentunya membuat kita para pengguna merasa
bergantung dengan kehadiran media sosial. Teknologi informasi merupakan
suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyaraat modern.
Teknologi informasi sangat membantu manusia dalam mengubah, membuat,
menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Secara umum
masyarakat meluangkan atau menghabiskan banyak waktu dengan ponsel pintar
mereka. Hal ini merupakan salah satu contoh nyata yang menunjukkan bahwa
masyarakat sangat bergantung pada teknologi dan informasi dalam

kesehariannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat



vital dan jika semakin besar pengaruh teknologi informasi di dalam kehidupan
masyarakat, maka semakin besar juga peluang penyalahgunaannya.*

Media Sosial merupakan sebuah media online yang para penggunanya
dengan gampang bisa berpatisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu konten.
Media Sosial biasanya digunakan orang untuk berinteraksi antara pengguna satu
dengan pengguna lainnya dan juga untuk mencari informasi seputar berita yang
sedang hangat diperbincangkan. Contoh media sosial yang banyak digunakan
adalah Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya.? Pada
dasarnya dalam setiap perkembangan teknologi, dalam penerapan dan
penggunaannya, akan selalu memiliki dua sisi yang berlawanan yaitu sisi
manfaat dan mudaratnya atau dapat juga dikatakan bahwa pengaruh positif dan
negatif di rasakan seperti pedang bermata dua.® Berdasarkan pengamatan di
lapangan dan dari beberapa hasil penelitian yang ditemukan bahwa internet
memberikan kemudahan bagi individu dalam mengakses pengetahuan dan
informasi serta menolong individu dalam bekerja dan menyelesaikan tugasnya
dalam berbagai kepentingan di dalam kehidupan.* Namun kita juga tak dapat
menutup mata bahwa cukup banyak dampak dan pengaruh negatif dari

perkembangan teknologi tersebut khususnya dalam hal menyampaikan

! Laeli Nur Azizah, “Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja yang Diatur di Dalamnya,”
di akses dari https://www.gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/ pada 22 Agustus 2022
pukul 15.30 WIB.

2 Prisca Anabella, “Penanganan Ujaran Kebencian Oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia Berdasarkan Surat Edaran No SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian,”
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1, (Januari 2021), him. 580.

3 Silvia Eka Fitania, “Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan,”
Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 8, No. 1, (2018), him. 8.

4 Mardianto, Peran Pendidikan Digital Citizenship Untuk Pencegahan Perilaku Ujaran
Kebencian Siswa di Media Sosial, (Surabaya: UPH Press, 2018), him. 9.
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pendapat. Seperti yang kita ketahui media sosial memfasilitasi penggunanya
dalam suatu platform yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan
pendapatnya terhadap suatu masalah baik itu pendapat positif ataupun berupa
pendapat negatif. Namun, tidak sedikit dari pendapat negatif tersebut berujung
pada tindak pidana ujaran kebencian.

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya semua tindakan yang di
lakukan di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia, disamping
sebagai negara hukum Indonesia menganut sistem demokrasi dimana rakyat
memiliki hak untuk berekspresi dalam berbagai hal. Kebebasan berekspresi jika
masih sesuai dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah,
sementara yang tidak sesuai hukum yang berlaku itu yang akan menimbulkan
masalah atau konflik.> Pada saat ini banyak masyarakat menyalahgunakan
kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak memandang hukum yang berlaku
dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan
berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebencianya kepada sesorang atau
individu lain.®

Kebebasan berpendapat memang telah diatur dalam peraturan Perundang-
Undangan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat
mereka di ruang publik, di mana itu merupakan hak asasi yang melekat pada

setiap manusia yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor

% | Made Kardiyasa, et al, “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech),”
Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 1, (2020), him. 78.
® 1bid., him. 79.



39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia’ dan mengenai kebebasan dalam
berkomunikasi telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.8
Akan tetapi, sebebas-bebasnya negara memberikan hak asasi dalam hal
kebebasan berpendapat, negara tetap memberikan batasan melalui Undang-
Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenang-
wenangan dan dapat menghadirkan kerugian, ketidakadilan, dan juga
mengganggu hak asasi orang lain.

Menurut pandangan hukum, hak kewajiban individu anggota masyarakat
selalu berhubungan dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat
lainnya. Hal tersebut di dasari karena hukum tidak hanya mengatur hubungan
antar individu di dalam lingkup masyarakat, melainkan juga hubungan individu
dengan lingkungan dan masyarakat sebagai suatu komunitas. Jadi hakikatnya
HAM mengandung dua aspek, yakni aspek kemanusiaan dan aspek
kemasyarakatan.® Meskipun kemerdekaan dan kebebasan berpendapat
merupakan hak asasi manusia dan juga hak asasi masyarakat, tetapi menurut
pembukaan UUD 1945 bukan diartikan sebagai kebebasan yang liar atau tanpa
tujuan. Kemerdekaan dan kebebasan yang hendak dicapai ialah kebebasan yang
memiliki aturan atau dalam keadaan tertib hukum yang tujuannya agar
mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Meskipun setiap orang mempunyai hak berupa kebebasan dalam

" Nur Rahmawati, et al, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media
Sosial Dalam Perspektif UU ITE,” Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 3, No. 1, (Februari 2021),
him. 62.

8 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28F.

® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 53.



berekspresi di sisi lain juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia lain.°

Mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman yang mengemukakan salah
satu fungsi sistem hukum yang mana sebagai bagian dari sistem kontrol sosial
yang mengatur perilaku manusia.'! Tidak jarang tindak pidana ujaran kebencian
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun media sosial
yang mereka miliki dan banyak dari mereka setelah melakukan tindakan
tersebut mereka melakukan pembelaan dengan alasan mereka memiliki hak
untuk menyuarakan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa mereka telah
melakukan penyimpangan, yakni menggangu hak orang lain. Permasalahan
hukum vyang kerap kali dihadapi adalah ketika berhubungan dengan
penyampaian informasi, komunikasi dan data secara elektronik, khususnya
dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang
dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai dampak dari perkembangan
sistem elektronik, maka dalam prosesnya, teknologi informasi dengan
sendirinya juga telah mengubah perilaku atau peradaban masyarakat secara
global.®> Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam,
berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yakni
keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, maupun

sebaliknya. Keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat menghancurkan

10 1bid., hlm. 67.

11 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan IImu Hukum, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), him. 311.

12 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2014), him. 2.



masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu memicu munculnya
kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karenanya dalam masyarakat
diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar
kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lainnya.
Dalam hal inilah hukum berperan, hukum diciptakan dalam rangka
mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masayarakat.'®
Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan
menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi.

Persoalan ujaran kebencian kerap muncul dan menjadi perbincangan hangat
di tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini. Masyarakat belum
begitu memahami tentang bagimana menggunakan media sosial dengan
mengambil sisi positifnya dan bagaimana menghindari dampak negatifnya.
Media sosial seolah-olah membawa masyarakat terjun ke ruang luas dan hampir
tanpa batas dalam melakukan interaksi dan berekspresi di dalamnya. Kondisi
inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggungjawab guna menebarkan ujaran kebencian yang ditujukan kepada
orang lain guna memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Melihat
persoalan ujaran kebencian semakin banyak terjadi maka pemerintah harus
lebih memperhatikan kasus-kasus ujaran kebencian karena tidakan tersebut bisa
memberi dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan unsur

kemanusiaan lainnya. Ujaran kebencian juga bisa mendorong terjadinya

13 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kansius, 2011),
him. 231.



kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, atau bahkan pada
tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap
suatu kelompok.

Ujaran Kebencian atau hate speech secara umum dapat diartikan sebagai
perkataan, perilaku, tulisan, provokasi, menghasut, penyebaran berita bohong
ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan
kekerasan dan prasangka buruk di kalangan masyarakat. Ujaran kebencian
umumnya ditujukan baik kepada individu maupun sekelompok masyarakat
yang berbeda dengan si penyebar ujaran kebencian, baik berbeda suku, agama,
ras, etnis, antar golongan, dan lain-lain yang dilakukan melalui salah satunya
jejaring sosial. Oleh karena itu ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai
suatu tindakan yang bersifat diskriminatif. Apabila dipandang dari segi hukum
ujaran kebencian ini didefinisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun
pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik
sosial, kerugian ekonomi, sosial, psikis, hingga kekerasan yang akan di dapat
oleh korban.**

Ujaran kebencian sendiri telah diumumkan sebagai tindak pidana oleh
Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran
kebencian pada 8 Oktober 2015 Nomor SE/06/X/2015. Bentuk dari tindak
pidana ujaran kebencian yang di atur dalam KUHP, berupa penghinaan,

pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi,

14 Kade Richa Mulyawati, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran

Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial,” Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 15, No. 2, (2021), him.

141.



penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan menggunakan isu SARA.
Ini menunjukan bahwa tindak pidana ujaran kebencian adalah suatu bentuk
kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat bentuk ujaran
kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang
ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.'® Dampak
negatif yang sering kali terjadi dengan adanya ujaran kebencian ini cukup
meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik
dari masyarakat ataupun netizen, kehilangan reputasi, dan dampak yang tidak
mengenakkan lainnya. Risiko munculnya perilaku menyerang orang lain atau
kelompok tertentu justru dinilai sebagai hal yang sangat penting untuk diatur.
Dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya diubah
melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara khusus mengatur
bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak
satu miliar rupiah.’®* Namun, dalam pemberlakuannya pasal ini tidak jarang

menghadirkan permasalahan terkait ukuran mana yang digunakan untuk

15 Surat Edaran KAPOLRI No. 6 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate
Speech), him. 5.

16 Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan
Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11
Tahun, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 28 (2), Ps. 45A (2).



menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan indivividu maupun kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.*’

Melihat begitu banyaknya kasus mengenai ujaran kebencian maupun kasus
penghinaan melalui media sosial, menunjukkan indikator bahwa masyarakat
Indonesia masih belum dapat memahami arti dari kebebasan berpendapat yang
sesungguhnya. Padahal jika meninjau arti yang sebenarnya maksud dari setiap
orang memiliki hak kebebasan berpendapat, sederhananya setiap hak yang
dimiliki oleh satu individu tidak boleh berbenturan dengan hak yang juga
dimiliki oleh individu lainnya. Seseorang tidak dilarang untuk berkomentar
mengenai hal apapun tetapi hanya dibatasi, komentar harus dilakukan dengan
cara-cara yang benar dan tidak melanggar hukum maupun norma yang
berlaku.'® Dalam kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial pada
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr. Menyatakan Terdakwa Dr. Sri
Sudarjo, S.H, S.Pd, M.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan
sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 45A ayat (2) jo

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

17 Hwian Christianto, “Norma Persatuan Sebagai batasan Perbuatan Pidana Penyebaran
Ujaran Kebencian Melalui Internet,” Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 6, No.1, (2020), him. 95-96.

18 Muhamad Bayu Firmansyah, “Kebebasan Berpendapat vs Pencemaran Nama Baik &
Penghinaan melalui Media Sosial,” (24 Desember 2020), di akses dari https://kumparan.com/bayu-
smaga/kebebasan-berpendapat-vs-pencemaran-nama-baik-and-penghinaan-melalui-media-sosial-
lumreENEYcf/full pada 29 Agustus 2022 pukul 12.21 WIB.



https://kumparan.com/bayu-smaga/kebebasan-berpendapat-vs-pencemaran-nama-baik-and-penghinaan-melalui-media-sosial-1umreENEYcf/full
https://kumparan.com/bayu-smaga/kebebasan-berpendapat-vs-pencemaran-nama-baik-and-penghinaan-melalui-media-sosial-1umreENEYcf/full
https://kumparan.com/bayu-smaga/kebebasan-berpendapat-vs-pencemaran-nama-baik-and-penghinaan-melalui-media-sosial-1umreENEYcf/full
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Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis
merasa penanganan terhadap kasus ujaran kebencian (hate speech) merupakan
suatu hal yang penting dalam penegakan hukum. Penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam
bentuk skripsi hukum dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI

UNGGAHAN DI MEDIA SOSIAL.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis jabarkan pada latar belakang di atas,
maka didapatkan beberapa lingkup spesifik mengenai permasalahan yang akan
dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait larangan ujaran kebencian (hate speech)
dalam hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
tindak pidana ujaran kebecian (hate speech) melalui media sosial dalam

Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait larangan ujaran
kebencian (hate speech) dalam hukum positif di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan menganalisis ratio decidendi hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana ujaran kebecian (hate speech)

melalui media sosial dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar
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maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis
ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech)
melalui unggahan di media sosial.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dasar ilmu
pengetahuan hukum pidana bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai
tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui unggahan di media
sosial. Dan juga dapat dijadiakan pedoman dalam melakukan kebijakan
terkait perkara tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui

unggahan di media sosial.
E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari skripsi ini merupakan bingkai dari sebuah penelitian,
yang memberikan gambaran batas-batas penelitian, mempersempit
permasalahan, serta membatasi area penelitian guna mendapatkan gambaran
jelas agar terhindar dari pembahasan yang melebar dan menyimpang.*® Adapun
ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada objek permasalahan
hanya terbatas pada pengaturan terkait larangan ujaran kebencian (hate speech)
dalam hukum positif di Indonesia dan ratio decidendi hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana ujaran kebecian (hate
speech) melalui unggahan di media sosial dalam Putusan Nomor

256/Pid.Sus/2022/PN Mtr.

19 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2011), him. 111.
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F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu kerangka konsep tersistematis mengenai

pandangan terhadap suatu gejala atau fenomena tentang suatu masalah untuk

dijadikan acuan dalam memecahkan suatu masalah tersebut. Adapun kerangka

teoritis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Teori Pemidanaan

Pemidanaan dapat didefinisikan sebagai tahap pemberian dan
penetapan sanksi dalam hukum pidana. Jika dilihat lagi kata pidana
lumrahnya diartikan sebagai hukum, lalu kata pemidanaan diartikan sebagai
penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum
pidana formil.%° Istilah pemidanaan sebenarnya tidak terlepas dari teori-
teori yang mendasari adanya pemidanaan. Secara sederhana teori
pemidanaan dapat dikatakan sebagai penghukuman. Maksud dari
penghukuman disini berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan
pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang melalui
suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van
gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak
pidana.?! Dalam hal penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan

pidana serta pelaksanaannya tersebut tentunya berada penuh di tangan

him. 2.

20 _aden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

21 Soetikno, Filsafat Hukum Bagian |, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), him. 67.
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negara dalam realitasnya sebagai roh. Berikut teori pemidanaan yang
dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana, yakni:
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)

Menurut pandangan teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena
orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia
peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai
suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Maka dari
itu dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya
kejahatan itu sendiri.?? Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana,
tanpa adanya tawar-menawar atau seseorang menerima pidana karena
telah berbuat suatu kejahatan.?® Jadi, dalam teori ini, pidana dapat
disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara
yang bertujuan untuk memberi derita sebagai efek jera terhadap penjahat
atas perbuatannya. Tujuan dari pemidanaan sebagai pembalasan yang
dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, dengan cara menjatuhkan
pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.?

b. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien)

Teori relatif atau teori tujuan menjadikan dasar penjatuhan hukuman

pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari

suatu penghukuman (nut van destraf). Teori ini memiliki prinsip

22 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,
2005), him. 10.

23 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2008), him. 38.

24 Djoko Prakoso, Hukum Penintensier di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2008), him. 47.
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penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang
bertujuan membentuk suatu upaya pencegahan atau prevensi terhadap
kejahatan. Pidana dapat berwujud menakutkan, memperbaiki, atau
membinasakan. Prevensi pada umumnya menghendaki agar orang-
orang tidak melakukan delik pidana.?

Pemidanaan tidak hanya sekedar melakukan pembalasan atau
pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,
tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang memberi bermanfaat.
Maka dari itu teori ini sering juga disebut teori tujuan. Dasar
pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada
tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang
membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan
melakukan kejahatan).?

Teori gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk pencampuran dari teori
absolut dan juga teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan
dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Menurut teori ini, unsur
pembalasan ataupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat
dikesampingkan antara satu dengan yang lainnya. Teori gabungan juga
lahir dari keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori

tujuan, teori ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana

him. 34.

%5 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),

26 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,

2005), him. 16.
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hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan
mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara
kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa
menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada.
Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata terbit
masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari
penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu; pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan
cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Kedua,
teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh

lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Teori Ratio Decidendi

Ratio decidendi merupakan istilah yang dipakai dari bahasa latin
rationes decidendi, diartikan sebagai alasan dibalik sebuah putusan. Teori
ini berlandaskan pada filsafat yang mendasar dalam mempertimbangkan
segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan
kemudian mencari peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan
pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan
putusan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seseorang
hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan

dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim
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tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak
hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal, tetapi juga keadilan
yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek
yang berkaitan dengan pokok perkara.

Ratio Decidendi adalah fakta-fakta materi dan alasan-alasan hukum
yang digunakan oleh para hakim, untuk sampai pada putusannya. Menurut
Goodheart, ratio decidendi menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan
ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Ratio decidendi adalah
penafsiran hakim, atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar
pertimbangan oleh para pembentuk Undang-Undang dimana fakta meteriil
yang menjadi faktor, karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar
hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan pada fakta dalam kasus
yang diadilinya.?” Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi
pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Hakim dalam membuat
putusan haruslah memperhatikan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur
objektifnya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim
mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan
putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari
faktor hukum dan non-hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan

dalam putusan.?®

27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2005),
him. 119.

28 Erwin Sulaiman, et al, “Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala
Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/PN Kka Tentang Tindak Pidana
Penggelapan),” Jurnal Halu Oleo, Vol. 1, No. 1, (April 2019), him. 81.



18

Fungsi dari ratio decidendi adalah sebagai sarana mempresentasikan
pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum, yakni antara
seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan
terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif.
Terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan
hukum, sikap tindak aparatur hukum, dan lembaga peradilan.?® Perlu
diketahui bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.®® Dalam menemukan ratio deidendi dalam suatu putusan,
biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Negara Indonesia yang
menganut sistem civil law, ratio decidendi Hakim tersebut dapat
dikemukakan pada pertimbangan yang menjadi keputusan menimbang pada
pokok perkara. Tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang
mengarahkan kepada putusan tidak dapat dibantah lagi karena merupakan
tindakan yang sangat penting dengan insting dalam menafsirkan suatu
Undang-Undang secara kreatif dan merupakan pilihan terbaik dari berbagai

kemungkinan yang ada.

2 Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoritis & Empirisme, (Jakarta: PT Grafindo
Persada, 2007), him. 34.

%0 Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009,
LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 (1).
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder).3!
Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan
Perundang-Undangan, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, dan dokumen lain

yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (Approach) merupakan salah satu cara untuk mendekati
objek penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan
beberapa pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang
sedang dibahas atau diteliti.>> Dalam penelitian ini penulis dapat
menggunakan Undang-Undang tentang ITE dan peraturan hukum
pidana sebagai dasar dalam menelaah bagaimana seharusnya penegakan

hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial.

31 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), him. 13.

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), him.
56.
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus
tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan tetap. Akan tetapi, yang menjadi kajian pokok di dalam
pendekatan kasus yang digunakan adalah ratio decidendi atau reasoning
yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan, yang
mana dalam hal ini penulis menggunakan Putusan Nomor

256/Pid.Sus/2022/PN Mtr.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder
adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dalam bidang hukum yang
mempunyai sudut kekuatan mengikat, terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang
mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar,
peraturan  Perundang-Undangan, bahan hukum vyang tidak
dikodifikasikan, yurispudensi (putusan hakim), dan traktat.** Bahan

hukum primer yang digunakan penulis, antara lain :

33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), him. 52.
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang
Peraturan Hukum Pidana.®®

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.*

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.®’

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik.3®

6) Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr

7) Surat Edaran KAPOLRI No. 6 Tahun 2015 Tentang Penanganan
Ujaran Kebencian (Hate Speech).®

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku dan
tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder dapat dikatakan sebagai pemberi kejelasan

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan

3 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

% Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946.

% Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN
No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

37 Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009,
LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

3 Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan
Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11
Tahun, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

39 Surat Edaran KAPOLRI No. 6 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate
Speech).
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dalam penulisan skripsi ini, meliputi: buku, jurnal hukum, pendapat para
ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan bahan lainnya yang
berhubungan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang
memberikan petunjuk atau sebagai penunjang terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari

majalah hukum, media internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitan
ini adalah studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan putusan direktori dengan cara
mengumpulkan, mengkaji dan menganalisa putusan yang terkait dengan
permasalahan penelitian. Pengumpulan kepustakaan ini juga dilakukan
dengan cara menelaah buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, jurnal,

maupun kamus hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu
suatu teknik analisis yang bersifat deskriptif dengan cara melakukan
penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Menurut
pendapat Bogdan dan Tailor analisa data kualitatif yaitu metode yang

digunakan untuk menganalisa data dengan menggambarkan data melalui
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bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data
hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.*°
Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan dan dihubungkan secara
sistematis dengan menggunakan kalimat untuk menjelaskan atau
menggambarkan serta merumuskan dalam sebuah kesimpulan yang

menjawab permasalahan hukum yang diteliti.*!
Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis adalah
menggunakan cara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal
yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini merupakan
sesuatu yang memakai logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan
berlandaskan beberapa premis yang diberikan. Dari beberapa premis
tersebut akan memunculkan sebuah kesimpulan terhadap penelitian yang

diteliti.

him. 4.

40 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosyda Karya, 1991),

41 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta:

Rineka Cipta, 1991), him. 131.
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